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PENGARUH REALISASI BELANJA MODAL DAN BELANJA 

OPERASI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL 

INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA 

TAHUN 2015-2018 

Abstrak: Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, termasuk 

pengalokasian belanja oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

pengaruh realisasi belanja modal dan belanja operasi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta 

dampak pertumbuhan ekonomi tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat pada 28 

Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua tahun 2015-2018. Dengan pengujian hipotesis 

menggunakan Partial Least Square, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Belanja modal 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) Belanja operasi berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi, 3) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 

Kata kunci: belanja modal, belanja operasi, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan 

masyarakat 

Abstract: Society welfare can be achieved through economic growth. Many factors 

influence economic growth, including the allocation of expenditure by local 

governments. This study aims to analyze the effect of realized capital expenditure and 

operating expenditure on economic growth, as well as the impact of this economic 

growth on the welfare of the people in 28 districts and 1 city in Papua Province in 

2015-2018. By testing the hypothesis using Partial Least Square, the results show that 

1) Capital expenditure has a positive effect on economic growth, 2) Operational 

expenditure has a positive effect on economic growth, 3) Economic growth has a 

negative effect on people's welfare. 

Keywords: capital expenditure, operational expenditure, economic growth, society welfare  
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Tahun Rerata pertumbuhan IPM Tahun 

2015-2018 2015 2016 2017 2018 

Provinsi DKI Jakarta 78,99 79,60 80,06 80,47 0,65% 

Kota Yogyakarta 84,56 85,32 85,49 86,11 0,69% 

Indonesia 69,55 70,18 70,81 71,39 0,89% 

Provinsi Papua 57,25 58,05 59,09 60,06 1,43% 

Kabupaten Nduga 25,47 26,56 27,87 29,42 3,78% 

 

PENDAHULUAN 

Menciptakan masyarakat yang sejahtera dan unggul merupakan salah satu tujuan yang telah 

lama dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Cita-cita tersebut tertulis dalam Mukadimah UUD 

1945 alinea ke-4 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pada perkembangannya, penilaian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah/negara 

menggunakan berbagai indikator yang berbeda. Menurut Badrudin (2017) pada awalnya 

tingkat kesejahteraan dalam suatu masyarakat ditentukan dengan tinggi atau rendahnya PDB 

per kapita sebagai gambaran kemampuan penduduk dalam memperoleh pendapatan. Namun 

penilaian kesejahteraan yang hanya ditentukan oleh PDB per kapita dianggap terlalu 

sederhana. Anggapan tersebut mengakibatkan berkembangnya berbagai model penilaian 

baru sebagai pengukur kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu Indeks Pembangunan 

Manusia atau IPM (p. 206).  

Indikator IPM atau dalam Bahasa Inggris yaitu Human Development Index (HDI) 

diperkenalkan oleh United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1990. 

Menurut Todaro dan Smith (2015) IPM merupakan ukuran pembangunan sosioekonomi  

dalam bentuk indeks yang merupakan penggabungan ukuran pendidikan, kesehatan, dan 

pendapatan riil per kapita (p. 51). 

Tabel 1.1 

 Data IPM Indonesia, IPM Provinsi Tertinggi, IPM Provinsi Terendah, IPM  

Kabupaten/Kota Tertinggi, IPM Kabupaten/Kota Terendah 
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Sumber: BPS, Data diolah 

Dapat dilihat dalam tabel 1.1 bahwa masih terdapat permasalahan dalam pemerataan 

kesejahteraan di setiap daerah yang terlihat dari gap yang besar antara provinsi yang 

memiliki IPM tertinggi dan provinsi yang memiliki IPM terendah, serta gap antara 

kabupaten/kota dengan IPM tertinggi dan terendah juga menunjukan perbedaan yang sangat 

besar. Hal tersebut menunjukan masih adanya ketimpangan kesejahteraan antara daerah 

yang berada di bagian barat Indonesia (khususnya Pulau Jawa) dengan daerah di wilayah 

timur Indonesia.  

Namun yang menarik seperti yang dilihat dalam tabel 1.1, sebagaimana dijelaskan 

oleh BPS bahwa pada tahun 2016, 2017, 2018 peningkatan kesejahteraan masyarakat di 

Provinsi Papua dan Kabupaten Nduga merupakan yang tertinggi di Indonesia. Hal tersebut 

terlihat dari rerata pertumbuhan IPM Provinsi Papua dan Kabupaten Nduga pada tahun 

2015-2018 yang menunjukkan peningkatan signifikan yaitu masing-masing sebesar 1,43% 

dan 3,78%. Meningkatnya IPM tersebut memiliki implikasi bahwa telah terjadi peningkatan 

pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 

sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.  

Pemerintah Daerah memiliki peran sentral dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, terutama sejak berlakunya otonomi daerah dengan diikuti oleh pelaksanaan 

desentralisasi fiskal yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001. Menurut Sasana dan Kusuma 

(2018) melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah dapat 

menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan diharapkan dapat lebih 

tanggap terhadap permasalahan kemiskinan di daerahnya.  
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berisi tentang pendapatan daerah 

dan berbagai pengeluaran daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk 

mengalokasikan pengeluaran sesuai dengan diskresi yang dimiliki dengan menyesuaikan 

kebutuhan di daerah masing-masing. Dalam pengeluaran daerah terdapat dua kategori 

belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi yakni belanja operasi dan belanja modal. Kedua 

belanja tersebut apabila dialokasikan secara merata dan tepat sasaran maka akan dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan memberi dampak pada 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

Maulana dan Bowo (2013) menjelaskan Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan 

total barang dan jasa/output agregat hasil dari kegiatan perekonomian atau Produk Domestik 

Bruto (PDB). Dijelaskan dalam ilmu makro ekonomi, penghitungan PDB melalui 

pendekatan pengeluaran (C+I+G+(X-M)) berisi berbagai variabel yang salah satunya 

merupakan pengeluaran Pemerintah (G). sehingga jelas pengalokasian belanja modal 

(pembangunan) dan belanja operasi (pengeluaran rutin) berpengaruh terhadap perubahan 

angka PDB. Dan pengalokasian belanja tersebut juga diharapkan dapat memberikan 

multiplier effect bagi perekonomian suatu wilayah. 

Dalam penyediaan barang publik dialokasikan belanja modal untuk pelaksanaan 

pembangunan. Kegiatan pembangunan tersebut akan menyebabkan timbulnya permintaan 

barang/jasa yang akan direspon kemudian oleh produsen untuk penyediaan barang/jasa 

tersebut. Aktivitas ekonomi tersebut kemudian akan membentuk nilai absolut PDRB dan 

angka relatif perubahan PDRB yaitu pertumbuhan ekonomi (Badrudin, 2017, p. 21). Dalam 

pengalokasian belanja operasi untuk konsumsi rutin barang/jasa diharapkan juga dapat 

melibatkan sektor UMKM. Sehingga meningkatnya kegiatan perekonomian tersebut diikuti 

dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
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Meningkatnya kegiatan perekonomian tersebut kemudian akan berpengaruh terhadap 

kesejahteraan masyarakat. UNDP menjelaskan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi tersebut 

berpengaruh terhadap pembangunan manusia melalui distribusi pendapatan dalam 

masyarakat, sedangkan kualitas manusia yang baik yaitu dengan pendidikan dan kesehatan 

yang layak akan menentukan kemampuan masyarakat untuk mengelola serta menyerap 

berbagai sumber pertumbuhan ekonomi (BPS, 2009, p. 4). 

Menurut Badrudin (2017) pertumbuhan ekonomi dikatakan berkualitas apabila 

pertumbuhan tersebut selaras dengan pembangunan manusia yang lebih tinggi. Sehingga 

dalam pelaksanaan pembangunan harus berfokus pada aset bangsa serta masyarakat dapat 

menikmati hasil pembangunan tersebut secara merata (p. 153). Dalam era otonomi daerah, 

Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk mengalokasikan belanja pemerintah sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing daerah dalam rangka menjalankan segala urusan 

pemerintahan di luar urusan Pemerintah Pusat. Dengan didukung oleh pemberian berbagai 

dana transfer keuangan oleh Pemerintah Pusat, diharapkan pemberian dana transfer tersebut 

dapat dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberdayakan perekonomian 

masyarakat dan pengentasan kemiskinan di daerah yang akan berdampak kemudian pada 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat.  

Berdasarkan penjelasan diatas. Peneliti ingin meneliti fenomena meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dalam kurun waktu tahun 

2015-2018 apakah peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, dan juga 

apakah pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh pengalokasian belanja yang 

dialokasikan oleh Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dalam kurun 

waktu tahun 2015-2018. 
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TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Teori Keagenan  

Agency theory oleh Jensen dan Meckling (1976) didefinisikan sebagai hubungan kontrak 

antara principals atau pemberi kontrak/wewenang dengan pihak lain (agents) untuk 

menjalankan jasa bagi mereka dengan memberikan wewenang/otoritas dalam pengambilan 

keputusan pada agent. Menurut Eisenhardt (1989) masalah keagenan muncul karena adanya 

perbedaan antara tujuan agent dan principal, dan masalah lainnya adalah principal sulit 

memastikan apa yang sebenarnya dilakukan agent tersebut, yaitu apakah agent telah 

berperilaku dengan benar atau tidak. Dalam konteks penelitian ini, hubungan keagenan 

terjadi pada Pemerintah Pusat sebagai principal serta Pemerintah Daerah sebagai agent.  

Desentralisasi Fiskal 

Desentralisasi fiskal menurut Rochjadi (2006) diartikan sebagai instrumen dalam 

pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional 

melalui suatu mekanisme hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga 

dapat membentuk kondisi perekonomian yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat (dalam 

Badrudin, 2017, p.39). Menurut Litvack et al (1999) keberhasilan desentralisasi yaitu 

dampaknya terhadap keadilan di setiap daerah dan masyarakat ditentukan pada aturan 

kelembagaan dan rancangan kebijakan yang diambil. Jika pemerintah pusat tidak melakukan 

redistribusi sumber daya ke daerah yang lebih miskin maka desentralisasi fiskal akan 

menghasilkan perbedaan/kesenjangan yang semakin besar antara daerah kaya dan miskin, 

begitu juga jika pemerintah lokal tidak melakukan redistribusi pendapatan dalam wilayah 

kerja mereka maka akan mungkin orang miskin akan kekurangan akses dalam layanan 

publik.  

Pertumbuhan Ekonomi 
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Pertumbuhan ekonomi didefinisikan oleh Kuznets (1973) sebagai peningkatan 

kemampuan/kapasitas dalam menyediakan barang-barang ekonomi yang beragam kepada 

penduduk yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, serta penyesuaian dalam kelembagaan 

dan ideologi. Menurut Arsyad (2015) pertumbuhan ekonomi menunjukan perubahan 

aktivitas perekonomian dari tahun ke tahun yang dicerminkan oleh pendapatan nasional. 

Dalam menghitung pendapatan nasional menggunakan tiga metode yaitu: 

1. Pendekatan penghasilan 

2. Pendekatan produksi 

3. Pendekatan pengeluaran 

Pendapatan nasional dengan tiga pendekatan/metode penghitungan tersebut 

kemudian sering disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB) (Algifari et al, 2018, p. 

25). PDB tersebut berlaku secara nasional, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) merupakan PDB dalam lingkup daerah. 

Berdasarkan penjelasan diatas, pertumbuhan ekonomi dalam lingkup daerah 

dapat dihitung dengan rumus: 

Pertumbuhan ekonomi per tahun =  
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡 – 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1

 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1
 

keterangan: 

t   =  tahun penghitungan pertumbuhan ekonomi 

t-1 =  tahun sebelum tahun penghitungan pertumbuhan ekonomi 

Kesejahteraan Masyarakat 

Pada perkembangannya, penilaian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah/negara 

menggunakan berbagai indikator yang berbeda. Dijelaskan oleh Badrudin (2017) pada 
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awalnya tingkat kesejahteraan dalam suatu masyarakat ditentukan dengan PDB per kapita 

sebagai gambaran kemampuan penduduk dalam menghasilkan/memperoleh pendapatan. 

Namun penilaian dengan hanya ditentukan oleh PDB per kapita dianggap terlalu sederhana. 

Anggapan tersebut mengakibatkan berkembangnya berbagai model penilaian baru sebagai 

indikator kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau 

IPM (p. 206). 

Menurut Todaro dan Smith (2015) IPM merupakan ukuran pembangunan 

sosioekonomi dalam bentuk indeks yang merupakan penggabungan ukuran pendidikan, 

kesehatan, dan pendapatan riil per kapita (p. 51). Terdapat tiga komponen dalam IPM yaitu 

longevity, knowledge, dan decent living (Badrudin, 2017, p. 159). Adapun indikator dalam 

mengukur ketiga komponen tersebut yakni: 

a. Angka Harapan Hidup (AHH) 

b. Tingkat Pendidikan 

c. Standar Hidup Layak 

Dalam menghitung IPM, masing-masing komponen IPM harus dihitung terlebih 

dahulu dengan formula: 

   Indeks Kesehatan:  
𝐴𝐻𝐻 − 𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛

𝐴𝐻𝐻𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛
 

HLS: 
𝐻𝐿𝑆 − 𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛

𝐻𝐿𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛
 

RLS: 
𝑅𝐿𝑆 − 𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑅𝐿𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛
 

Indeks Pendidikan: 
𝐻𝐿𝑆 + 𝑅𝐿𝑆

2
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Daya Beli: 
ln(pengeluaran) − ln(pengeluaran)min

ln(pengeluaran)maks − ln(pengeluaran)min
 

Setelah setiap komponen indeks dihitung, langkah selanjutnya adalah penghitungan 

IPM menggunakan metode agregasi rata-rata geometrik (metode lama menggunakan rata-

rata aritmatik) 

IPM:  √𝐼 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝐼 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑥 𝐼 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 3
 x 100 

Belanja Daerah 

Bersumber pada UU No. 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa belanja daerah merupakan segala 

kewajiban daerah dalam suatu periode tahun anggaran yang diakui sebagai pengurang 

kekayaan bersih. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010, belanja 

dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ekonomi yaitu: 

A. Belanja Operasi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010, secara garis besar belanja 

operasi merupakan realisasi anggaran Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan rutin 

(sehari-hari) yang memberi manfaat dalam jangka pendek meliputi belanja pegawai, 

belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.  

B. Belanja Modal 

Merujuk pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja modal secara garis besar 

didefinisikan sebagai pengeluaran yang dianggarkan untuk pembangunan dan 

pengadaan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 1 tahun untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang dapat berupa tanah, mesin, peralatan, 

gedung, irigasi, jalan, serta aset tetap lainnya.  
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Pengembangan Hipotesis 

Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi 

Dijelaskan oleh Todaro dan Smith (2015) investasi penunjang berupa infrastruktur 

ekonomi dan sosial seperti fasilitas transportasi (jalan, pelabuhan, dll), irigasi, 

fasilitas kesehatan dan pendidikan serta fasilitas lainnya akan berfungsi dalam 

mendukung peningkatan output produksi yang dihasilkan dari investasi produktif 

berupa peningkatan modal fisik (p. 149). Dalam penyediaan barang publik berupa 

berbagai infrastruktur tersebut dialokasikan belanja modal oleh Pemerintah sesuai 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 untuk pelaksanaan pembangunan.  

Selain itu dalam era desentralisasi fiskal sesuai dengan UU No. 21 Tahun 

2001, Provinsi Papua menerima status otonomi khusus dari Pemerintah Pusat 

dengan tujuan salah satunya mempercepat pembangunan ekonomi serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat asli Papua, maka 

sesuai prinsip “Finance Follow Function” Pemerintah Pusat memberikan transfer 

keuangan berupa Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk pembangunan 

infrastruktur dan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) yang dialokasikan terutama 

untuk sektor kesehatan dan pendidikan (UU No. 21 Tahun 2001). 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga pemberian bantuan 

transfer keuangan oleh Pemerintah Pusat tersebut akan meningkatkan alokasi 

belanja modal untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial oleh 

Pemerintah Daerah. Pembangunan tersebut selain dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan permintaan barang dan jasa juga 

diharapkan akan memberikan multiplier effect yaitu untuk mendukung 

peningkatan output produksi yang disediakan oleh pihak swasta, serta akan 
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tercipta efektivitas dan efisiensi dalam pelbagai sektor sehingga masyarakat Papua 

akan lebih produktif yang kemudian akan meningkatkan kegiatan perekonomian 

Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. 

Argumen peneliti tersebut didukung dengan penelitian Putri (2014) bahwa 

dengan meningkatnya alokasi belanja modal sebesar 1% dapat berdampak pada 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada seluruh Provinsi di Pulau Jawa sebesar 

0,31% pada tahun 2007-2011, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Badrudin 

dan Siregar (2015), Winarni, Ahmad, dan Suharno (2020), Rizky, Agustin, dan 

Mukhlis (2016) juga menyatakan hasil yang sama yaitu terdapat pengaruh positif 

antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian rumusan 

hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu: 

H1: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Belanja Operasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Badrudin (2017) belanja operasi untuk membayar gaji dan honorarium 

pegawai akan menjadi pendapatan bagi pegawai tersebut, kemudian oleh pegawai 

pendapatan tersebut dialokasikan untuk kegiatan konsumsi barang/jasa yang 

kemudian akan menimbulkan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi tersebut 

kemudian akan membentuk nilai absolut PDRB dan angka relatif perubahan 

PDRB yaitu pertumbuhan ekonomi (p. 20). Pengalokasian belanja operasi untuk 

konsumsi rutin barang/jasa Pemerintah selain akan menimbulkan kegiatan 

perekonomian, diharapkan juga dapat melibatkan sektor UMKM dan perusahaan 

lokal. Sehingga meningkatnya kegiatan perekonomian tersebut diikuti dengan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat  
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Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa 

meningkatnya alokasi belanja operasi oleh Pemerintah Daerah dapat 

meningkatkan kegiatan perekonomian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 

maka rumusan hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu: 

H2: Belanja Operasi berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menunjukan peningkatan pendapatan 

masyarakat, peningkatan produksi barang/jasa, serta meningkatnya pengeluaran 

oleh pelaku ekonomi dalam suatu wilayah. Meningkatnya pendapatan masyarakat 

tersebut dapat dialokasikan oleh masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan 

pokok/dasar yang berkaitan dengan kebutuhan atas pendidikan, pelayanan 

kesehatan, pembelian berbagai bahan sembako, sanitasi, rumah yang layak dan 

kebutuhan dasar lainnya sehingga berdampak pada meningkatnya indeks 

pendidikan, indeks kesehatan, dan pengeluaran perkapita disesuaikan yang 

merupakan komponen IPM sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. 

Argumen tersebut seperti yang dijelaskan oleh UNDP bahwa pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh terhadap pembangunan manusia melalui distribusi 

pendapatan dalam suatu masyarakat (BPS, 2009, p. 4). 

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, peneliti menduga bahwa 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka IPM pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Argumen peneliti tersebut didukung dengan 

beberapa hasil kajian empiris yaitu penelitian Dewi dan Sutrisna (2014), Adelfina 
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dan Jember (2016), Komariah, Yogiantoro, dan Hukom (2019), Arifin, Maipita, 

dan Hutasuhut (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Dengan demikian rumusan hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu: 

H3: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat  

METODE PENELITIAN 

Sampel Penelitian 

Pada penelitian ini, teknik dalam pengambilan sampel adalah teknik sensus atau 

sampling jenuh yaitu dengan menggunakan keseluruhan elemen populasi sebagai 

sampel (Sugiyono, 2016, p. 7). Populasi penelitian dalam penelitian ini yaitu 

seluruh Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Papua pada tahun 2015-2018 

berjumlah 29 Kabupaten/Kota. 

Definisi Operasional dan Jenis Variabel 

Tabel 3.1  

Definisi Operasional dan Jenis Variabel 

 Variabel Nama Variabel Definisi Operasional Pengukuran 

1 
Eksogen 

(Bebas) 
Belanja Modal 

 

Belanja modal yaitu pengeluaran dalam rangka 

pengadaan dan pembangunan aset yang memiliki umur 

manfaat  1 tahun/12 bulan. 

 

Angka belanja 

modal dalam 

laporan realisasi 

APBD (Rupiah) 
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2 
Eksogen 

(Bebas) 
Belanja Operasi 

Belanja operasi merupakan realisasi anggaran untuk 

kegiatan rutin/operasional pemerintah yang memberi 

manfaat dalam jangka pendek berkaitan dengan 

pemberian layanan masyarakat. 

Penjumlahan angka 

belanja pegawai, 

barang/jasa, biaya 

bunga, subsidi, 

hibah dan bantuan 

sosial dalam 

laporan realisasi 

APBD (Rupiah) 

3 
Intervening 

(Mediasi) 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

Pertumbuhan ekonomi menunjukan perubahan 

aktivitas perekonomian dari tahun ke tahun yang 

dicerminkan oleh perubahan relatif PDB/PDRB. 

 

𝑷𝑫𝑹𝑩𝒕 – 𝑷𝑫𝑹𝑩𝒕−𝟏

 𝑷𝑫𝑹𝑩𝒕−𝟏
  

 

keterangan: 

t    =  tahun penghitungan pertumbuhan ekonomi 

t-1 =  tahun sebelum tahun penghitungan pertumbuhan 

ekonomi 

 

Angka laju 

pertumbuhan 

PDRB ADHK 2010 

(Persen) 

 

4 
Endogen 

(Terikat) 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

 

Variabel kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini 

diukur menggunakan indikator IPM. Menurut Badrudin 

(2017)  model penilaian baru dalam menentukan 

kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu IPM (p. 

206). 

Rumus dalam menghitung IPM yaitu: 

 

√𝑰 𝒌𝒆𝒔𝒆𝒉𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒙 𝑰 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒙 𝑰 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓𝒂𝒏 𝟑   

x 100  

keterangan: 

𝑰 𝒌𝒆𝒔𝒆𝒉𝒂𝒕𝒂𝒏         = Indeks Kesehatan 

𝑰 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒊𝒌𝒂𝒏       = Indeks Pendidikan 

𝑰 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓𝒂𝒏    = Indeks Pengeluaran/Daya Beli 

Angka IPM Metode 

Baru (Indeks) 
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Model Penelitian 

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran digambarkan dengan model penelitian 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Metode dan Teknik Analisis 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan dalam mendeskripsikan fenomena atau mengetahui 

karakteristik umum data penelitian berupa tendensi sentral (modus, median, 

mean), deviasi standar, maximum, minimum, dan count (Hartono, 2016, p.195-

199). Dalam penelitian ini pengolahan statistik deskriptif menggunakan software 

Microsoft Excel 2016. 

Statistik Induktif dengan PLS/Partial Least Square 

Dalam pembuktian hipotesis, peneliti menggunakan teknik PLS yang merupakan 

model persamaan struktural (SEM) berbasis varian dengan menggunakan software 

WarpPLS 7.0. Dalam penggunaannya, penggunaan teknik PLS terdiri atas 2 

tahapan yaitu evaluasi outer dan inner model. 

a. Pengujian outer model 

BELANJA 

OPERASI (BOPR) 

KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT 

(KM) 

 

PERTUMBUHAN 

EKONOMI (PE) 

BELANJA MODAL 

(BMOD) H1 

H2 

H3 

Gambar 3.1  

Model Penelitian 
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Merupakan model pengukuran untuk evaluasi validitas dan reliabilitas setiap 

variabel laten. Karena penelitian ini menggunakan variabel observed/variabel 

yang diukur secara langsung, maka penelitian ini tidak memerlukan pengujian 

outer model (Ghozali dan Latan, 2015, p. 236). 

b. Pengujian inner model 

Pada tahap ini, diperoleh berbagai indikator goodness of fit dalam menilai model 

secara menyeluruh serta hasil path coefficient dan tingkat signifikansi/p-value 

dalam penarikan kesimpulan atas hasil uji hipotesis (Sholihin dan Ratmono, 2013, 

p. 14).  

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1  

Deskripsi obyek penelitian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 

2015-2018 

Sumber: Data diolah, 2021. 

Statistik Induktif dengan Partial Least Square (PLS) 

Evaluasi Inner Model/Model Fit 

 
Belanja Modal 

(rupiah) 

Belanja Operasi 

(rupiah) 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Maksimum 818.737.871.800 1.688.952.412.692 13,51% 79,58 

Minimum 45.531.533.345 441.783.215.447 -4,57% 25,47 

Standar 

Deviasi 
132.405.030.917 237.899.376.335 2,16% 11,67 

Rata-rata 313.030.817.384 760.042.180.481 6,23% 55,37 

Total 

Sampel 
116 116 116 116 
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Tahap pertama analisis induktif dengan PLS pada penelitian ini adalah menilai 

model fit and quality indices dalam mengetahui kesesuaian model penelitian yang 

digunakan. Hasil model fit and quality indices dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 2 

 Hasil Uji Model Fit and Quality Indices 

 

 

       

Sumber: Data diolah, WarpPLS 7.0, 2021 

Merujuk pada hasil uji dalam tabel 4.2, maka model dalam penelitian ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini, pada variabel eksogen dan endogen diantara keduanya 

terdapat hubungan sebab akibat baik hubungan langsung maupun tidak 

langsung. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai APC sebesar 0,266 dengan nilai 

P < 0,001 yang berarti APC signifikan (Good if P < 0.05). 

2. Dalam penelitian ini, didapatkan nilai ARS sebesar 0,157 dengan nilai P = 

0,021. Nilai P = 0,021 menunjukkan nilai ARS signifikan karena nilai P < 0,05 

(Good if P < 0,05), sedangkan nilai 0,157 menunjukkan bahwa variabel 

endogen dalam penelitian ini hanya mampu dipengaruhi oleh variabel eksogen 

sebesar 15,7% sedangkan sebesar 84,3% dipengaruhi oleh berbagai faktor 

lainnya di luar model penelitian. 

APC = 0.266, P value < 0.001 Good if  P value < 0.05 

ARS = 0.157, P value = 0.021 Good if  P value < 0.05 

AVIF = 1.144 Acceptable if < 5 
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3. Dalam penelitian ini, nilai AVIF sebesar 1,144 dapat diterima karena memiliki 

nilai dibawah 5 (Acceptable if < 5). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas pada variabel eksogen dalam model penelitian ini 

Uji Hipotesis 

Setelah pengujian model fit, langkah berikutnya adalah pengujian pada hipotesis 

yang telah diajukan. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 3  

Hasil Uji Hipotesis 

Keterangan: *signifikan karena P-Value < α = 5% 

Sumber: Data diolah, WarpPLS 7.0, 2021 

Pembahasan 

Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasar pada hasil uji hipotesis, temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

hipotesis 1 (H1) yang diajukan oleh peneliti dapat diterima. yaitu pengalokasian 

belanja modal dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) oleh masing-masing 

Kabupaten/Kota di Provinsi Papua secara signifikan dapat memberi pengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh signifikan tersebut, salah 

satunya disebabkan oleh adanya Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dan Dana 

Otsus yang merupakan pemberian transfer keuangan oleh Pemerintah Pusat dalam 

Hipotesis Penelitian 
Koefisien 

Jalur 
P-Value Prediksi Hasil R2 Keputusan 

BMOD          PE  (H1) 0,45 < 0,01* + + 0,28 Diterima 

BOPR          PE (H2) 0,16 0,04* + + 0,28 Diterima 

PE         KM     (H3) -0,19 0,02* + - 0,04 Tidak Diterima 
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rangka mendanai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua. Bantuan dalam 

pembiayaan infrastruktur tersebut, akan meningkatkan alokasi belanja modal 

dalam rangka pembangunan infrastruktur.  

Dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut seperti fasilitas 

transportasi (jalan, pelabuhan, dll), irigasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan serta 

fasilitas lainnya, selain akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui 

kegiatan permintaan atas barang dan jasa (Badrudin, 2017, p. 21), juga dapat 

memberi multiplier effect bagi perekonomian daerah, yaitu dalam mendukung 

peningkatan output produksi yang dihasilkan dari investasi produktif berupa 

peningkatan modal fisik oleh sektor swasta (Todaro dan Smith, 2015, p. 149), 

serta akan menciptakan efisiensi dan efektivitas diberbagai sektor yang akan 

berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat (Deviani, 2016). 

Temuan dalam penelitian ini juga mendukung hasil penelitian dari 

beberapa kajian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Badrudin dan 

Siregar (2015), Winarni, Ahmad, dan Suharno (2020), Rizky, Agustin, dan 

Mukhlis (2016), dan Putri (2014) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

belanja modal secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Belanja Operasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasar pada hasil uji hipotesis, temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

hipotesis 2 (H2) yang diajukan oleh peneliti dapat diterima. Pengaruh positif dan 

signifikan tersebut dapat disebabkan karena, alokasi belanja operasi yang 

dikeluarkan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2015-2018 
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cukup tinggi dan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Tingginya 

alokasi belanja tersebut dapat dilihat pada rerata pengalokasian belanja operasi 

tahun 2015-2018 yang menunjukkan angka sebesar Rp760.042.180.481. 

Meningkatnya belanja operasi yaitu alokasi belanja barang dan jasa 

pemerintah berkaitan dengan konsumsi rutin barang/jasa pemerintah akan 

meningkatkan perekonomian suatu daerah. selain itu, apabila belanja tersebut 

melibatkan UMKM serta perusahaan lokal, maka pengalokasian belanja tersebut 

dapat berdampak pada pemberdayaan perekonomian masyarakat suatu daerah. 

Meningkatnya alokasi belanja pegawai, yang berarti merupakan peningkatan 

pendapatan bagi pegawai tersebut diasumsikan akan meningkatkan konsumsi 

barang/jasa bagi pegawai tersebut. dengan meningkatnya konsumsi 

pegawai/masyarakat tersebut maka akan berpengaruh pada meningkatnya kegiatan 

perekonomian suatu daerah. 

Selain itu, tujuan pemberian subsidi berupa bantuan biaya produksi bagi 

produsen barang/jasa yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat adalah agar 

harga jual barang produksi tersebut dapat terjangkau oleh masyarakat, sedangkan 

pemberian bantuan sosial berupa bantuan keuangan pada masyarakat khususnya 

masyarakat miskin diharapkan dapat meningkatkan daya beli mereka. Dengan 

meningkatnya daya beli masyarakat dan harga barang/jasa yang lebih terjangkau, 

maka diharapkan konsumsi masyarakat atas barang/jasa tersebut dapat meningkat, 

yang kemudian akan berdampak pada peningkatan kegiatan perekonomian suatu 

daerah. 

Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat 
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Berdasar pada hasil uji hipotesis, temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

hipotesis 3 (H3) yang diajukan oleh peneliti tidak diterima. Peneliti memprediksi 

bahwa pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2015-2018 pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Papua secara signifikan akan berdampak positif pada 

kesejahteraan masyarakat. Namun temuan yang didapat justru menunjukkan hasil 

sebaliknya, yaitu pertumbuhan ekonomi tersebut justru memberi pengaruh negatif 

terhadap kesejahteraan masyarakat.  

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil yang didapat oleh 

penelitian Badrudin dan Siregar (2015) serta Arini (2016) namun tidak 

mendukung  penelitian Adelfina dan Jember (2016), Komariah, Yogiantoro, dan 

Hukom (2019), Dewi dan Sutrisna (2014), Arifin, Maipita, dan Hutasuhut (2020) 

yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara signifikan pertumbuhan 

ekonomi dapat memberi pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Penjelasan logis atas pengaruh negatif tersebut dapat saja terjadi karena 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua masih bersifat eksklusif. Merujuk pada 

RPJMD 2019-2023, dijelaskan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi di 

Papua kurang memberi dampak signifikan terhadap percepatan penurunan 

kemiskinan, hal tersebut disebabkan pertumbuhan ekonomi tersebut lebih 

dinikmati penduduk berpenghasilan tinggi dibanding penduduk berpenghasilan 

rendah, sehingga dampak dari perekonomian belum optimal dalam mendorong 

pendapatan masyarakat miskin di atas garis kemiskinan (p. II 55). 

Seperti yang dijelaskan oleh UNDP, bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh terhadap pembangunan manusia melalui distribusi pendapatan dalam 
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suatu masyarakat (BPS, 2009, p. 4). Apabila meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

tidak dapat mendorong pendapatan masyarakat miskin, maka pendapatan 

beberapa masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan tersebut akan 

berdampak pada menurunnya kemampuan masyarakat untuk mengakses berbagai 

kebutuhan pokok/dasar yang berkaitan dengan kebutuhan atas pendidikan, 

pelayanan kesehatan, pembelian berbagai bahan sembako, sanitasi, rumah yang 

layak, dll. Sehingga akan berdampak pada menurunnya indeks pendidikan, indeks 

kesehatan, dan pengeluaran perkapita disesuaikan yang merupakan komponen 

IPM sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. 

Temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan dalam 

pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi Papua belum tercapai. Menurut 

Litvack et al (1999) keberhasilan desentralisasi yaitu dampaknya terhadap 

keadilan di setiap daerah dan masyarakat ditentukan pada aturan kelembagaan dan 

rancangan kebijakan yang diambil. Jika pemerintah lokal tidak melakukan 

redistribusi pendapatan dalam wilayah kerja mereka maka akan mungkin orang 

miskin akan kekurangan akses dalam layanan publik. 

Merujuk pada teori keagenan, menurut Eisenhardt (1989) salah satu 

masalah dalam hubungan keagenan adalah principal sulit memastikan apa yang 

sebenarnya dilakukan agent tersebut, yaitu apakah agent telah berperilaku dengan 

benar atau tidak. Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001, Provinsi Papua 

menerima status otonomi khusus dari Pemerintah Pusat dengan tujuan percepatan 

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya 

masyarakat asli Papua yang didukung dengan pemberian Dana Otsus dan DTI. 

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat sulit memastikan apakah berbagai dana transfer 
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tersebut sudah dialokasikan dengan tepat oleh Pemerintah Daerah baik dalam 

bentuk belanja modal maupun operasi yang bertujuan agar pembangunan yang 

dirasakan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 

khususnya masyarakat asli Papua.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Beberapa kesimpulan yang didapat merujuk pada hasil analisis serta pembahasan 

yakni: 

1. Belanja modal dan belanja operasi masing-masing memberi pengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga meningkatnya alokasi belanja modal 

dan belanja operasi akan berdampak terhadap meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi.  

2. Pertumbuhan ekonomi memberi pengaruh negatif terhadap kesejahteraan 

masyarakat, yang berarti meningkatnya pertumbuhan ekonomi justru akan 

menurunkan kesejahteraan pada masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena 

Pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang masih 

eksklusif sehingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan 

penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan serta dampaknya belum 

dirasakan secara merata oleh masyarakat.  

Saran  

Penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat 

disempurnakan oleh penelitian selanjutnya. Keterbatasan pada penelitian ini 

menurut peneliti yaitu: 
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1. Seiring berjalannya waktu penelitian, peneliti menyadari bahwa menilai 

pertumbuhan ekonomi hanya melalui belanja pemerintah dan menilai 

kesejahteraan masyarakat hanya melalui pertumbuhan ekonomi belum memberi 

gambaran yang komprehensif tentang kondisi perekonomian dan kondisi 

kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua. 

Berdasar pada keterbatasan tersebut, maka untuk saran penelitian berikutnya: 

1. Dapat menggunakan indikator lainnya dalam menilai pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Papua yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal 

Asing. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di Papua akan menarik 

minat swasta untuk berinvestasi, dengan adanya investasi swasta tersebut akan 

dapat menyerap tenaga kerja dan akan meningkatkan output produksi yang 

kemudian akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. 

2. Dapat menggunakan indikator lainnya dalam menilai kesejahteraan masyarakat 

yakni pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. 

Anggaran dalam bidang pendidikan akan meningkatkan akses masyarakat pada 

pendidikan yang baik dan murah sehingga akan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pendidikan, alokasi anggaran pada bidang kesehatan berkaitan 

tersedianya berbagai fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang berkualitas akan 

dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup. Kemudian alokasi anggaran dalam 

bidang infrastruktur akan berdampak pada lancarnya kegiatan perekonomian 

masyarakat yang kemudian berdampak pada meningkatnya konsumsi riil per 

kapita.    
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